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LRA Belum Diserahkan ke DPRD

POSO, MERCUSUAR - Pembahasan APBD-P 2016
yang sementara dilakukan pemerintah daerah dan
DPRD Poso, tanpa adanya laporan realisasi anggaran
(LRA) dan prognosis yang menjadi kewajiban untuk
dimasukkan ke legislative, sebelum perubahan
anggaran dilakukan. BPKAD sendiri mengakui belum
memasukkannya karena masih disibukkan dengan
agenda penting lainnya.

Bupati Poso, Darmin A Sigilipu mengatakan, akan
‘mengecek halini ke BPKAD. Bagi Darmin, ini merupakan
salah satu indikator untuk untuk menilai kinerja SKPD
sebelum melakukan perombakan kabinetnya.

“Jelas itu salah satu indikator. Sekarang ini saya
ingin berlari kencang, tapi yang di bawah belum bisa
ikut, masih tertatih-tatih,” kata Darmin. Lbarat gitar
dia menyebut irama kerja pemerintah sekarang belum
terlalu stem.

Memaksimalkan kinerja SKPD memang kini menjadi
tantangan duet Darmin-Samsuri di penghujung 2016.
Salah satu beban yang harus diatasi adalah menutup
defisit APBD 2016 yang mencapai Rp29 miliar, dengan
menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) dari
Rp69 miliar menjadi Rp104 miliar.

Meski mendukung, namun banyak pihak tidak yakin
target baru PAD ini bisa terealisasi mengingat waktu
tersisa tinggal 2 bulan serta realisasi yang didapatkan
sebagian SKPD saat ini baru pada kisaran 80 persen,
sementara sebagian lagi masih di bawah angka ini.

Dari sekitar 34 SKPD yang ada di lingkup pemda
Poso, yang paling banyak menyumbang pendapatan
adalah RSUD Poso dengan jumlah hingga di atas Rp30
miliar. Sementara beberapa SKPD yang menjadi ikon
justru mengumpulkan PAD jauh di bawah pendapatan
RSUD. r





